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ABSTRAK
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEXTING
(PENYEBARAN PESAN SEKSUAL TANPA IZIN MELALUI APLIKASI PESAN
WHATSAAP) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2024 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
1IN APRILLIA

Tindak Pidana Sexting, khususnya penyebaran pesan seksual tanpa izin melalui aplikasi
pesan whatsaap merupakan fenomena yang semakin marak terjadi seiring dengan
perkembangan teknologi komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sexting menurut undang-undang No. 1 Tahun
2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Permasalahan yang dikaji
dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah ketentuan Pemidanaan terhadap pelaku
tindak pidana sexting (Penyebaran Pesan Seksual Tanpa Izin ) Melalui Aplikasi Pesan
Whatsaap Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 dan (2) Kendala Pemidanaan
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sexting (Penyebaran Pesan Seksual Tanpa Izin) melalui
aplikasi pesan whatsaap? Metode Penelitian yang digunakan adalah normative dengan
berdasarkan perundang-undangan . Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap
peraturann perundang-undangan, literature hukum dan lainnya.Hasil penelitian
menunjukan bahwa tindak pidana sexting dapat dikategorikan pelanggaran terhadap pasal
27 ayat (1) UU ITE, Yang mengatur tentang penyebaran konten yang melanggar
kesusilaan, dengan ancaman pidana paling lama 6 Tahun atau Denda paling banyak 1
Miliar Rupiah.

Kata Kunci : Pemidanaan, Sexting, UU ITE 2024, Whatsapp.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Di era digital saat ini, orang banyak berkomunikasi dengan internet dan
produk teknologi yang didukung oleh berbagai aplikasi dan media sosial yang
sudah ada dengan sangat cepat dan tanpa disadari banyak orang yang melakukan
kesalahan dengan media sosial, contoh kesalahannya dalam penggunaan media
sosial yaitu termasuk kejahatan seks melalui sexting di aplikasi whatsapp. Sexting
biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari dari pasangan remaja yang tanpa
disadari telah melakukan kejahatan seksual berupa sexting.*

Whatsapp merupakan salah satu aplikasi Internet yang menjadi salah satu
pengaruh perkembangan teknologi informasi yang paling populer di masyarakat.
Aplikasi whatsapp ini sangat penting digunakan sebagai alat komunikasi dan
interaksi Karena sangat membantu penggunanya dalam berkomunikasi jarak jauh.
Aplikasi ini menggunakan nomor telepon sebagai ID Pengguna dan dapat
digunakan di berbagai perangkat, seperti hanphone, tablet dan komputer.
Whatsapp sangat popular karena kemudahan penggunanya, kecepatan pengiriman
pesan, serta fitur enkripsi end to-end yang menjaga keamanan percakapan

pengguna sehingga isi dari percakapan Kkita tidak mudah untuk diketahui oleh

! Anwar Bahar Basalamah, “Sexting,” 2023, https://radarkediri.com.



orang lain. Selain pesan pribadi, aplikasi ini juga mendukung fitur grup untuk
memudahkan berkomunikasi bersama banyak orang dengan jarak jauh 2
Dampak media sosial di era teknologi menjadikan masyarakat ketergantungan
komunikasi dan interaksi melalui media sosial daripada bertemu langsung.
Jejaring sosial memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi satu sama lain
bersosialisasi dan berinteraksi, berbagi informasi atau menjalin kerjasama. salah
satu jenis media sosial yang memudahkan penggunanya untuk berinteraksi dan
berkomunikasi dengan orang lain, dan dapat digunakan sebagai forum diskusi dan
Pendistribusian materi pembelajaran adalah whatsapp. whatsapp adalah aplikasi
perpesanan secara instan dan untuk kita bertukar gambar, video, foto, pesan suara
dan dapat digunakan untuk memisahkan informasi dan diskusi.namun disinilah
banyak yang salah mempergunakan whatsapp dengan cara mengirim gambar seks
yang seharusnya tidak di sebar luaskan dan tanpa izin dari pengirim tersebut,
tindakan tersebut yaitu termasuk kedalam bentuk sexting.’

Perilaku Sexting diartikan sebagai aktivitas mengirim atau menerima
konten seksual melalui pesan teks, foto atau video. Perilaku ini merupakan
semacam masalah sosial dengan media baru melalui teknologi internet yang

berdampak negatif pada beberapa aspek fungsi sosial terkait individu, yaitu

? Pranajaya Pranajaya and Hendra Wicaksono, “Pemanfaatan Aplikasi Whatsapp (Wa) Di
Kalangan Pelajar: Studi Kasus Di Mts Al Muddatsiriyah Dan Mts Jakarta Pusat,” Orbith: Jurnal
limiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial 14, no. 1 (2018).

% Lipi Rahartri, “* Whatsapp Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada
Layanan Jasa Informasi lImiah di Kawasan Puspitek,” Visi Pustaka: Buletin Jaringan Informasi
Antar Perpustakaan 21, no. 2 (2019): 147-56.



remaja.penjelasan ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor individu dan
lingkungan sosial sebagai penyebab perilaku sexting di kalangan remaja.*
Mayoritas orang yang banyak terlibat dalam sexting adalah kalangan
remaja karna remaja memiliki rasa ingin tahu dan dorongan seksual yang
cenderung meningkat dan membutuhkan kepuasan seksual. Salah satu alasan
remaja penasaran yaitu ingin menjadi seperti orang dewasa ,dan membuat
remaja melakukan apa yang sering dilakukan orang dewasa, termasuk masalah
seksual.Remaja hendaknya diarahkan pada informasi yang benar tentang
seksualitas, jika tidak maka ia akan melakukan penelitiannya dari berbagai sumber
yang salah hanya melalui jejaring sosial dan Internet sehingga Anda membaca,
mendengar, bahkan mencoba hal-hal yang berhubungan dengan seks tanpa
melakukannya dengan benar. Akibatnya remaja akan terjebak pada perilaku
seksual yang tidak sehat. kecenderungan Remaja terlibat dalam aktivitas sexting
di media sosial karena berbagai alasan yaitu ingin meningkatkan kesenangan dan
kepuasan .Meskipun sexting dianggap sebagai hal yang biasa dilakukan oleh
orang dewasa, namun jika dilakukan oleh remaja bahwa dalam hal ini akan
berdampak pada psikologis korban, korban merasa malu dan dikucilkan dari
lingkungan sosialnya, dan menerima sanksi sosial di masyarakat. Pengaruh
negatif yang dimaksud datang dalam bentuk perilaku kecanduan dan fantasi serta

gairah seksual yang tinggi, yang bisa jadi itu mengganggu kerja otak dalam

* Firda Dwi Anjani, S Raharjo, and M Ferdyansyah, “Faktor Individu Dan Lingkungan
Sosial Sebagai Penyebab Perilaku Sexting Di Kalangan Remaja,” Social Work Journal 12 (2022).



berpikir rasional dan menimbulkan masalah seperti depresi atau pikiran untuk
bunuh diri. °

Dalam hukum positif Indonesia, cybersex atau sexting diatur dalam
beberapa hukum dan peraturan yang fokus pada pelarangan dan penegakan hukum
terhadap aktivitas yang dianggap melanggar standar kesusilaan, privasi, dan
keamanan, dan pelakunya dapat dipidana antara lain berdasarkan peraturan UU
ITE, KUHP Dan UU Pornografi, yaitu sebagai berikut:

UU No. 1 Tahun 2024 mengenai perubahan UU No. 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan landasan hukum
utama yang mengatur aktivitas di dunia maya. Dalam UU ITE pasal 26 ayat (1),
perlu adanya izin dan atau persetujuan atas penggunaan informasi pribadi apa
pun melalui media elektronik dari terkait pemilik data. Apabila data pribadi
seseorang digunakan tanpa izin dari pemilik data pribadi yang bersangkutan,
sehingga mengakibatkan kerugian baginya, dalam hal ini dapat dilakukan
tindakan hukum atas kerugian yang ditimbulkannya. Didalam Pasal 27 Ayat (1)
mengatur tentang larangan penyebaran atau transmisi informasi elektronik yang
mengandung unsur kesopanan. Sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) mengatur
tentang larangan mengedarkan berita palsu atau menyesatkan yang dapat
menimbulkan kekacauan.

Dalam UU ITE Perbuatan Sexting dapat dikenakan dalam pasal 27 ayat
1, perbuatan pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar rupiah. Dalam UU ITE pasal 26

% Paramitha Purwita Sari and Abdul Sarlan Menungsa Syahruddin, “Pengaruh
Penggunaan Media Sosial Terhadap Sexting Behaviour Pada Kalangan Remaja Di Kota Kendari,”
Jurnal lImu Sosial Dan Pendidikan 1, no. 1 (2023): 1-7.



ayat (1), perlu adanya izin dan/atau persetujuan atas penggunaan informasi
pribadi apa pun melalui media elektronik dari personel terkait pemilik data.
Apabila data pribadi seseorang digunakan tanpa izin dari pemilik data pribadi
yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan kerugian baginya, dalam hal ini
dapat dilakukan tindakan hukum atas kerugian yang ditimbulkannya.

Pasal 27 ayat 1 UU ITE, mempunyai tujuan yaitu untuk melindungi
masyarakat agar terhindar dari jeratan pidana yang disebabkan oleh pornografi,
penyebaran melalui media sosial sangatlah cepat menyebar melalui media
elektronik.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perbuatan pelaku adalah
korban dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas pelanggaran peraturan
perundang-undangan dan kerugian yang diakibatkan oleh laporan terdahulu.
Terkait minimnya informasi pelaku penyerangan yang dihadapi korban, maka
secara hukum menjadi kewenangan polisi untuk mengusutnya agar tidak menjadi
kendala dalam pelaporan. Pelaporan dilakukan dengan mendatangi polisi secara
langsung dan kemudian korban memberikan kronologi kejadian kepada polisi
yang selanjutnya akan ditangani oleh polisi. Pelaporan juga dapat dilakukan
melalui website Cyber Patrol yang menyediakan laporan kejahatan siber, namun
laporan di situs ini hanya dapat diteruskan ke laporan polisi jika terdapat bukti
valid dan riwayat kejadian yang lengkap.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perbuatan yang

dilakukan merupakan kejahatan yang melanggar kesopanan terhadap seseorang



yang diartikan sebagai kejahatan seksual yang di larang dalam pasal 282 ayat 1
dengan ancaman pidana penjara yaitu paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu mengatur
tentang produksi, distribusi dan konsumsi materi pornografi di Indonesia. Pada
pasal 4 melarang secara khusus segala bentuk produksi, penciptaan,
pendistribusian atau penyedian pornografi yang di sebarkan melalui media
elektronik. Perbuatan yang menyebarkan konten pornografi secara tidak langsung
melanggar undang-undang pornografi pasal 4 ayat 1, dimana dapat diancam
dengan pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 12 tahun atau
dikenakan sanksi pidana denda paling rendah Rp 250 juta dan paling tinggi 6
miliar. °

Saat ini, masih terdapat hambatan terkait permasalahan pembuktian dalam
kejahatan seksual,yaitu mencari bukti-bukti dan mengumpulkan bukti-bukti agar
peristiwa tersebut diyakini telah terjadi. Beberapa masalah yang menjadi
penghambat terhadap proses pembuktian pidana sexting, diantaranya yaitu:

1. Pelaku melarikan diri karena sadar bahwa dirinya telah dilaporkan.

2. Kurang mendapatkan informasi tentang pelaku.

3. Pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari korban karena

korban mengalami trauma.

4. Terhapusnya bukti chat yang ada di dalam hp.

® Wifika sintari fauqa, shafa qurbani, nadhira shanda. “Jurnal Pelecehan Seksual Melalui
Media Sosial”no 1.(2022).

" Nurlela Wulandari,Siswanto, Kus Rizkianto “Problematika Pembuktian Dalam Tindak
Pidana Pelecehan Seksual,” Jurnal 2023, 57-66.



Permasalahan di atas membuat penulis menjadi lebih termotivasi dan lebih
bersemangat untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pemidanaan terhadap
pelaku tindak pidana sexting (penyebaran pesan seksual tanpa izin) melalui
aplikasi pesan whatsApp menurut hukum di indonesia, dimana tujuan penelitian
ini untuk memotivasi masyarakat terutama kalangan remaja agar tidak salah
menggunakan teknologi di era sekarang, karena di era globalisasi ini banyak
sekali masyarakat terutama kalangan remaja yang salah makna menggunakan
sosial media. Besar alasan punulis dengan adanya penelitian ini dapat memberikan
wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi para pembaca serta dapat
menimbulkan kesadaran masyarakat terutama dikalangan remaja agar kejahan
sexting tidak terjadi lagi dikehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan dapat melakukan
penelitian lebih mendalam yang akan dituangkan kedalam bentuk skripsi yang
berjudul ”Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sexting (Penyebaran
Pesan Seksual Tanpa lIzin) Melalui Aplikasi Pesan Whatsapp Menurut
Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik®

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahannya sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Ketentuan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana

Sexting (Penyebaran Pesan Seksual Tanpa lIzin) Melalui Aplikasi Pesan



Whatsapp menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE) ?
2. Apakah Kendala Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Sexting
(Penyebaran Pesan Seksual tanpa Izin) Melalui Aplikasi Pesan Whatsapp?
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pada penelitian ini mencakup hukum pidana terutama pada
proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sexting (penyebaran pesan
seksual tanpa izin) melalui aplikasi pesan whatsapp menurut undang-undang No 1

tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai ketentuan pemidanaan
terhadap pelaku tindak pidana sexting (penyebaran pesan seksual melalui
pesan whatsapp) menurut undang-undang No. 1 tahun 2024 tentang
informasi dan transaksi elektronik (ITE).

2. Untuk mengetahui kendala-kendala terhadap penanganan pelaku tindak
pidana sexting.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

a. Meningkatkan pemahaman tentang dinamika sosial dan fsikologis
yang mendasari perilaku sexting, serta pengaruhnya terhadap

hubungan interpersonal.



b. Membantu dalam pengembangan teori-teori hukum yang berkaitan
dengan privasi, perlindangan anak dan kejahatan seksual.
2. Manfaat praktis
a. Mendorong langkah-langkah pencegahan melalui kesadaran agar
dapat mengurangi tindak pidana sexting yang merugikan.
b. Mendorong pengembangan program edukasi yang memberikan
pemahaman tentang resiko dan konsekuensi terhadap kejahatan

sexting.
E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep yang
membentuk satu kesatuan utuh, sehingga dapat dijadikan dasar, acuan dan
pedoman dalam penelitian atau penulisan.sumber-sumber konsep ini meliputi
undang-undang, jurnal, ensiklopedia, artikel, website serta fakta dan peristiwa
adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Pemidanaan merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana
kepada seseorang yang telah melanggar aturan oleh hakim, maka dapat
dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan
perundang-undangan Yyang mengatur bagaimana hukum pidana
ditegakkan atau diselenggarakan secara konkret, sehingga seseorang

dijatuhi sanksi hukum pidana.®

® Hasanal Mulkan, Kapita Selekta Hukum Pidana. Jakarta : Kencana, 2023, him 12.
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2. Pelaku merupakan seseorang yang telah melakukan tindak pidana,
dengan arti seseorang tersebut dengan sengaja atau tidak sengaja
melakukan kejahatan dan menimbulkan suatu akibat terhadap korban
tersebut.’

3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan
dapat dikenai sanksi atau hukuman oleh Negara. Perbuatan tersebut
dapat dianggap melanggar norma-norma yang berlaku dalam
masyarakat dan dapat merugikan kepentingan umum atau individu
lain.*

4. Sexting berasal dari kata sex dan texting, yaitu merupakan aktivitas
mengirim dan menerima konten seksual, berupa teks,foto atau video
yang bersifat sesksual melalui media sosial, seperti whatsaap,
instagram serta aplikasi lainnya yang berbasis internet.**

5. Whatsaap adalah aplikasi pesan berbasis internet untuk mengirim dan
menerima foto,video, file dan melakukan panggilan suara serta video
dan lain-lain. Aplikasi ini memudahkan pengguna berinteraksi dengan
jarak jauh. Aplikasi ini juga tidak banyak menggunakan internet itulah
banyak pengguna memakai aplikasi ini.*?

6. Undang-Undang informasi dan transaksi elektorik (ITE) adalah

undang-undang yang mengatur segala hal tentang teknologi informasi

Rhama Ikra, “Teori Dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUH Pidana,”2023,
https://siplawfirm.id.

“Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana. Jakarta : Pt. Tazkia Rizki Utama, 2022, him 39.

1 Anjani, Raharjo, and Ferdyansyah, “Faktor Individu Dan Lingkungan Sosial Sebagai
Penyebab Perilaku Sexting Di Kalangan Remaja, Social Work Journal 12 (2022)”

12 Leila Setia Ningsih et al., “Pemanfaatan Media Whatsapp Sebagai Sarana Komunikasi
Bagi Pustakawan,” Maktabatun: Jurnal Perpustakaan Dan Informasi 2275 (2022): 1-12.
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yang berlaku di Indonesia.Undang-undang ini mulai dirancang pada

tahun 2003 oleh  kementrian
(Kemenkominfo).*?
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

komunikasi

dan informasi

Penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan oleh penulis dalam

mengatasi topik permasalahan yang dipilih, serta berfungsi sebagai referensi

dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan

penelitian ini :

No. Judul Skripsi Penulis
1.  Pemidanaan Bagi Pelaku Muhammad
Tindak Pidana Pelecehan Rizal

Seksual Dalam KUHP Kurniawan

Dan Hukum Islam

2.  Sanksi Pidana Perilaku Selly Cenia
Sexting Perspektif UU
ITE Dan Hukum Pidana
Islam (Studi Putusan
Nomor:
18/Pid.Sus/2021/PN.Pps)

Tahun
2020

2023

Pembahasan
Untuk
mengetahui
bagaimana
sistem
pemidanaan bagi
pelaku tindak
pidana pelecehan
seksual  dalam
KUHP dan
hukum islam.
Untuk mengkaji
berbagai  sanksi
pidana yang
diberikan
terhadap pelaku
berdasarkan UU
ITE dan hukum

BHasanal Mulkan, Hukum Tindak Pidana Khusus. Jakarta : Kencana, 2022 him 65.
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pidana islam

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang diambil oleh peneliti
untuk mengumpulkan data atau informasi, oleh pengetahuan ilmiah dan
melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh berikut adalah rincian

metode yang digunakan:

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu
penelitian yang mengandalkan data sekunder, seperti kajian terhadap
undang-undang.fokus kajian adalah hukum sebagai norma atau aturan
yang berlaku dalam masyarakat, yang menjadi acuan perilaku individu.
metode penelitian hukum normatif ini digunakan untuk mengkaji dan
menyusun pembahasan dalam penelitian ini, dengan mempertimbangkan
kesesuaian antara teori dan metode yang diperlukan oleh penulis.

2. Sumber Data
Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu bersumber
dari bahan hukum yang terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa data yang diperoleh dari Undang-
Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
dan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Peraturan

Undang-Undang terkait sebagai Hukum Indonesia.
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b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan analisa
dan petunjuk pada bahan hukum primer yang diperoleh dari buku, jurnal,
internet dan referensi lainnya.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
bahan hukum sekunder dan primer (kamus hukum dan kamus bahasa
Indonesia).

3. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data
menggunakan studi pustaka dengan mencari dan mengkaji teori, serta
menganalisis dokumen, artikel, jurnal ilmiah, internet, undang-undang dan
makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis
deskriptif kualitatif yang dipergunakan untuk menguraikan gambaran dari
data yang di peroleh dan menghubungkanya menjadi satu sama lain

dengan tujuan agar mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab
dalam penelitian ini akan membahas pokok-pokok permasalahan yang saling

berhubungan satu sama lain dengan sistematika sebagai berikut:
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BAB | PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup,
Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu

yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menyajikan beberapa uraian terhadap tinjauan tertentu, yaitu:

1. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan, yang diantaranya berupa pengertian
Pemidanaan, Tujuan Pemidanaan, Jenia-Jenis Pemidanaan,.

2. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, yang diantaranya berupa
Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.

3. Tinjaun Umum tentang Sexting, yang diantaranya Pengertian Sexting,
Faktor-Faktor yang Mengakibatkan dalam Sexting, Dampak dalam
Sexting.

4. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik, yang diantaranya Pengertian Undang-Undang Informasi dan
Transaksi  Elektronik, Asas-Asas Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan Tujuan Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik.

BAB Il PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai ketentuan Pemidanaan
terhadap Pelaku Tindak Pidana Sexting (Penyebaran Pesan Seksual Tanpa lzin)

Melalui Aplikasi Pesan Whatsapp menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024
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tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kendala Pemidanaan terhadap
Pelaku Tindak Pidana Sexting (Penyebaran Pesan Seksual Tanpa lIzin ) Melalui

Aplikasi Pesan Whatsapp.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yaitu sebagai penutup, maka pada bab ini
berisikan kesimpulan dan saran- saran dari penulis yang berhubungan dengan

pembahasan dan permasalahan yang ada.
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